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	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL 2018/2019

	PELAKSANA AKADEMIK MATA KULIAH GUGURNYA HAK MENUNTUT 

DASAR PENGHAPUS PIDANA

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL

	

	Mata Kuliah
	:
	Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus Pidana
	Kode MK
	:
	KPH 311 

	Mata Kuliah Prasyarat
	:
	-
	Bobot MK
	:
	2 sks

	Dosen Pengampu
	:
	Endik Wahyudi S.H.,M.H,
	Kode Dosen
	:
	7559

	Alokasi Waktu
	:
	Tatap muka 14 x 100 menit, teoretis dan tidak ada praktik

	Capaian Pembelajaran
	:
	1. Mahasiswa mampu memahami secara teoritis fungsi dan tugas penuntut umum di dalam sistem peradilan pidana (SPP).

2. Mahasiswa memahami dasar-dasar penghapus pidana,peringan dan pemberat baik secara normatif maupun teoritis.

	
	
	

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	1

	Mahasiswa mampu memahami pengertian delik (aduan atau relatif) batasan pengaduan dan pencabutan.
	Pengantar :

Topik perkuliahan, sumber bacaan,kontrak kuliah, penilaian dan pengertian umum tentang delik aduan (klachdelict)
	1. Metoda contextual instruction (ceramah, tanya jawab, bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard 
	1. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
2. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
3. Eva Achjani Zulfa. Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013)
	Mampu Menjelaskan pengertian delik (aduan atau relatif) batasan pengaduan dan pencabutan.

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	2


	Mahasiswa mampu menguraikan Alasan-Alasan Hapusnya Kewenangan Penuntutan.
	Alasan-Alasan Hapusnya Kewenangan Penuntutan.
	1. Metoda contextual instruction (ceramah, tanya jawab, bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
2. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
3. Eva Achjani Zulfa. Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013)
	Menguraikan Alasan-Alasan Hapusnya Kewenangan Penuntutan dengan benar.  

	3


	Mahasiswa mamahami apa itu Ne bis In Idem (doble joepardi), dasar hukum serta syarat-syaratnya.
	Ne bis In Idem (doble joepardi),
	1. Metoda contextual instruction (ceramah, tanya jawab, bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
2. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
3. Eva Achjani Zulfa. Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013)
	Menguraikan dan menganalisis apa itu Ne bis In Idem (doble joepardi), dasar hukum serta syarat-syaratnya.

	4

	Mahasiswa mampu memahami tentang matinya tersangka sebagai syarat hapusnya penuntutan, dasar hukum serta sitem kewarisan dalam hukum pidana.
	Matinya Tersangka.
	1. Metoda contextual instruction (ceramah, tanya jawab, bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
2. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
3. Eva Achjani Zulfa. Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013)
	Mampu menjelaskan matinya tersangka sebagai syarat hapusnya penuntutan, dasar hukum serta sitem kewarisan dalam hukum pidana. 

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	5


	Mahasiwa mampu memahami syarat Daluwarsa Penuntutan.
	Daluwarsa
	1. Metoda contextual instruction (ceramah, tanya jawab, bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
2. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
3. Eva Achjani Zulfa. Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013)
	Menjelaskan syarat-syarat daluwarsa penuntutan.

	6


	Mahasiswa mampu menguaraikan dan memahami Dasar Penghapus Pidana yang ada dalam KUHP
	Dasar Penghapus Pidana. (dasar penghapus pidana yang diatur dalam KUHP)
	1. Metoda contextual instruction (ceramah, tanya jawab, bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
2. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
3. Eva Achjani Zulfa. Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013)
	Mahasiswa mampu menguaraikan dan memahami Dasar Penghapus Pidana yang ada dalam KUHP.

	7


	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis orang yang di kategorikan tidak mampu bertanggung-jawab
	Pasal 44 KUHP (ketidak mampuan bertanggung-jawab)
	1. Metoda :: contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
2. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
3. Eva Achjani Zulfa. Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013)
	mampu memahami dan menganalisis orang yang di kategorikan tidak mampu bertanggung-jawab.

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	8


	Mampu mengidentifikasi keadaan daya paksa (overmach) dan tentang bela paksa yang melampui batas sebagai syarat penghapus pidana.
	Pasal 48 KUHP berbicara tentang daya paksa (overmach) dan pasal 49 KUHP tentang bela paksa yang melampui batas.
	1. Metoda contextual instruction (ceramah, tanya jawab, bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
2. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
3. Eva Achjani Zulfa. Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013)
	Menjelaskan dan Mampu mengidentifikasi keadaan daya paksa (overmach) dan tentang bela paksa yang melampui batas sebagai syarat penghapus pidana.

	9


	Mahasiswa mampu megidentifikasi dan menjelaskan apa yang menjadi syarat-syarat melakukan perintah jabatan dan melaksanakan perintah undang-undang.
	Pasal 50 KUHP (melaksanakan perintah undang-undang) dan pasal 51 KUHP (melaksanakan perintah jabatan)
	1. Metoda contextual instruction (ceramah, tanya jawab, bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
2. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
3. Eva Achjani Zulfa. Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013)
	mampu megidentifikasi dan menjelaskan apa yang menjadi syarat-syarat melakukan perintah jabatan dan melaksanakan perintah undang-undang.

	10


	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertiani hukum materiil: makna sifat melawan hukum materiil, sifat melawan hukum materiil sebagai syarat penghapus pidana.
	Sifat melawan hukum materiil: makna sifat melawan hukum materiil, sifat melwan hukum materiil sebagai syarat penghapus pidana.
	1. Metoda contextual instruction (ceramah, tanya jawab, bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
2. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
3. Eva Achjani Zulfa. Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013)
	menjelaskan pengertiani hukum materiil: makna sifat melawan hukum materiil, sifat melawan hukum materiil sebagai syarat penghapus pidana.

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
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PEMBELAJARAN
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	11


	 Mahasiswa mampau menjelaskan dan memahami tentang Amnesti, Abolisi, dan Grasi sebagai syarat penghapus pidana di luar KUHP.
	Amnesti, Abolisi, dan Grasi sebagai syarat penghapus pidana di luar KUHP.
	1. Metoda contextual instruction (ceramah, tanya jawab, bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
2. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
3. Eva Achjani Zulfa. Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013)
	mampau menjelaskan dan memahami tentang Amnesti, Abolisi, dan Grasi sebagai syarat penghapus pidana di luar KUHP.

	12


	Mahasiwa memahami dan dapat menguraikan Dasar Pemberat Pidana.
	Dasar Pemberat Pidana.
	1. Metoda contextual instruction (ceramah, tanya jawab, bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
2. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
3. Eva Achjani Zulfa. Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013)
	memahami dan dapat menguraikan Dasar Pemberat Pidana.

	13


	Mahasiswa mampu menjelaskan apa itu Pengulagan Tindak Pidana (recidive): pengertian, dasar hukum recidive.
	Pengulangan Tindak Pidana (recidive): pengertian, dasar hukum recidive
	1. Metoda contextual instruction (ceramah, tanya jawab, bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
2. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
3. Eva Achjani Zulfa. Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013)
	mampu menjelaskan apa itu Pengulagan Tindak Pidana (recidive): pengertian, dasar hukum recidive.

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	14

	Mahasiswa mampu memahami konsep Pemidanaan anak di bawah umur: batas usia anak, dasar hukum dalam KUHP, UU No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.
	Pemidanaan anak di bawah umur: batas usia anak, dasar hukum dalam KUHP, UU No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.
	1. Metoda contextual insruction
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Eva Achjani Zulfa. Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013)
	mampu memahami konsep Pemidanaan anak di bawah umur: batas usia anak, dasar hukum dalam KUHP,

	

	EVALUASI PEMBELAJARAN

	

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT

	1
	Progress test dan Post test
(UTS)
	Tes lisan
	Menjelaskan pengertian delik (aduan atau relatif) batasan pengaduan dan pencabutan dengan tepat.
	Menjelaskan pengertian delik (aduan atau relatif) batasan pengaduan dan pencabutan dengan tepat.
	Menjelaskan pengertian delik (aduan atau relatif) dengan benar
	Menjelaskan pengertian delik (aduan atau relatif)  secara kurang tepat
	Tidak mampu menjelaskan Menjelaskan pengertian delik (aduan atau relatif).
	5 %


	2


	Post test 

(UTS dan tugas )
	Tes tulisan 
	Menguraikan Alasan-Alasan Hapusnya Kewenangan Penuntutan dengan benar.
	Menguraikan Alasan-Alasan Hapusnya Kewenangan Penuntutan dengan benar.
	Menguraikan Alasan-Alasan Hapusnya Kewenangan Penuntutan.
	Menguraikan Alasan-Alasan Hapusnya Kewenangan Penuntutan dengan benar secara kurang tepat
	Tidak mampu Menguraikan Alasan-Alasan Hapusnya Kewenangan Penuntutan dengan benar.
	5 %

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT

	3
	Post test
(UTS dan tugas )
	Tes tulisan 
	Menguraikan dan menganalisis apa itu Ne bis In Idem (doble joepardi), dasar hukum serta syarat-syaratnya dengan baik.
	Menguraikan dan menganalisis apa itu Ne bis In Idem (doble joepardi), dasar hukum serta syarat-syaratnya dengan baik.
	Menguraikan dan menganalisis apa itu Ne bis In Idem (doble joepardi), dasar hukum serta syarat-syaratnya.
	Menguraikan dan menganalisis apa itu Ne bis In Idem (doble joepardi), dasar hukum serta syarat-syaratnya dengan baik.secara kurang tepat
	Tidak Menguraikan dan menganalisis apa itu Ne bis In Idem (doble joepardi), dasar hukum serta syarat-syaratnya dengan baik.
	5 %

	4


	Post test
(UTS dan tugas)
	Tes tulisan 
	Mampu menjelaskan matinya tersangka sebagai syarat hapusnya penuntutan, dasar hukum serta sitem kewarisan dalam hukum pidana secara tepat.
	Mampu menjelaskan matinya tersangka sebagai syarat hapusnya penuntutan, dasar hukum serta sitem kewarisan dalam hukum pidana secara tepat.
	Mampu menjelaskan matinya tersangka sebagai syarat hapusnya penuntutan, dasar hukum serta sitem kewarisan dalam hukum pidana secara tepat.
	menjelaskan matinya tersangka sebagai syarat hapusnya penuntutan, dasar hukum serta sitem kewarisan dalam hukum pidana secara tepat.secara urang tepat
	Tidak mampu Mampu menjelaskan matinya tersangka sebagai syarat hapusnya penuntutan, dasar hukum serta sitem kewarisan dalam hukum pidana secara tepat.
	5 %

	5

	Post test
(Tugas dan tugas)
	Tes tulisan 

	Menjelaskan syarat-syarat daluwarsa penuntutan secara tepat dan benar.
	Menjelaskan syarat-syarat daluwarsa penuntutan secara tepat dan benar.
	Menjelaskan syarat-syarat daluwarsa penuntutan secara tepat dan benar.
	Menjelaskan syarat-syarat daluwarsa penuntutan secara tepat dan benar secara kurang tepat
	Tidak mampu Menjelaskan syarat-syarat daluwarsa penuntutan secara tepat dan benar.
	10 %

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT

	6
	Post test
(UTS dan tugas )
	Tes tulisan 
	mampu menguaraikan dan memahami Dasar Penghapus Pidana yang ada dalam KUHP dengan baik.
	mampu menguaraikan dan memahami Dasar Penghapus Pidana yang ada dalam KUHP dengan baik.
	mampu menguaraikan dan memahami Dasar Penghapus Pidana yang ada dalam KUHP dengan baik.
	menguaraikan dan memahami Dasar Penghapus Pidana yang ada dalam KUHP dengan baik secara kurang tepat
	Tidak mampu menguaraikan dan memahami Dasar Penghapus Pidana yang ada dalam KUHP.
	5 %

	7


	Progress test dan Post test
(UTS dan tugas )
	Tes tulisan 
	Mahasiswa  mampu menguraikan dan memahami serta menganalisis orang yang di kategorikan tidak mampu bertanggung-jawab dengan benar.
	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis orang yang di kategorikan tidak mampu bertanggung-jawab.
	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis orang yang di kategorikan tidak mampu bertanggung-jawab
	Mahasiswa tidak mampu memahami dan menganalisis orang yang di kategorikan tidak mampu bertanggung-jawab
	Tidak menjawab. 
	5 %

	8


	Post test
(UAS dan tugas)
	Tes tulisan


	Menjelaskan dan Mampu mengidentifikasi keadaan daya paksa (overmach) dan tentang bela paksa yang melampui batas sebagai syarat penghapus pidana dengan benar.
	Menjelaskan dan Mampu mengidentifikasi keadaan daya paksa (overmach) dan tentang bela paksa yang melampui batas sebagai syarat penghapus pidana dengan benar.
	Menjelaskan dan Mampu mengidentifikasi keadaan daya paksa (overmach) dan tentang bela paksa yang melampui batas sebagai syarat penghapus pidana dengan benar.
	Menyusun mengidentifikasi keadaan daya paksa (overmach) dan tentang bela paksa yang melampui batas sebagai syarat penghapus pidana secara kurang tepat
	Tidak mampu mengidentifikasi keadaan daya paksa (overmach) dan tentang bela paksa yang melampui batas sebagai syarat penghapus pidana.
	5 %

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT

	9


	Post test
(UAS dan tugas )
	Tes tulisan 
	mampu megidentifikasi dan menjelaskan apa yang menjadi syarat-syarat melakukan perintah jabatan dan melaksanakan perintah undang-undang dengan benar.
	mampu megidentifikasi dan menjelaskan apa yang menjadi syarat-syarat melakukan perintah jabatan dan melaksanakan perintah undang-undang dengan benar..
	mampu megidentifikasi dan menjelaskan apa yang menjadi syarat-syarat melakukan perintah jabatan dan melaksanakan perintah undang-undang dengan secara tepat.
	megidentifikasi dan menjelaskan apa yang menjadi syarat-syarat melakukan perintah jabatan dan melaksanakan perintah undang-undang dengan kurang tepat.
	Tidak mampu megidentifikasi dan menjelaskan apa yang menjadi syarat-syarat melakukan perintah jabatan dan melaksanakan perintah undang-undang .
	5 %

	10


	Post test
(UAS dan tugas )
	Tes tulisan 
	menjelaskan pengertian sifat melawan hukum materiil: makna sifat melawan hukum materiil, sifat melawan hukum materiil sebagai syarat penghapus pidana secara benar.
	menjelaskan pengertian sifat melawan hukum materiil: makna sifat melawan hukum materiil, sifat melawan hukum materiil sebagai syarat penghapus pidana secara benar.
	menjelaskan pengertian hukum siat melawan hukum materiil: makna sifat melawan hukum materiil, sifat melawan hukum materiil sebagai syarat penghapus pidana secara benar..
	menjelaskan pengertian hukum siat melawan hukum materiil: makna sifat melawan hukum materiil, kurang tepat.
	Tidak mampu menjelaskan pengertian hukum siat melawan hukum materiil: makna sifat melawan hukum materiil.
	5 %

	11


	Post test
(UAS dan tugas )
	Tes tulisan 
	mampau menjelaskan dan memahami tentang Amnesti, Abolisi, dan Grasi sebagai syarat penghapus pidana di luar KUHP dengan benar.
	mampau menjelaskan dan memahami tentang Amnesti, Abolisi, dan Grasi sebagai syarat penghapus pidana di luar KUHP secara tepat.
	mampau menjelaskan dan memahami tentang Amnesti, Abolisi, dan Grasi sebagai syarat penghapus pidana di luar KUHP secara tepat. 
	menjelaskan dan memahami tentang Amnesti, Abolisi, dan Grasi sebagai syarat penghapus pidana di luar KUHP kurang tepat
	Tidak mampu menjelaskan dan memahami tentang Amnesti, Abolisi, dan Grasi sebagai syarat penghapus pidana di luar KUHP.
	5 %

	12


	Post test
(UAS dan tugas)
	Tes tulisan 
	memahami dan dapat menguraikan Dasar Pemberat Pidana dengan tepat.
	memahami dan dapat menguraikan Dasar Pemberat Pidana dengan tepat.
	memahami dan dapat menguraikan Dasar Pemberat Pidana dengan benar
	memahami dan menguraikan Dasar Pemberat Pidana dengan tepat kurang tepat
	Tidak mampu memahami dan menguraikan Dasar Pemberat Pidana dengan tepat.
	5 %

	13


	Post test
(Tugas dan tugas)
	Tes tulisan 
	mampu menjelaskan apa itu Pengulagan Tindak Pidana (recidive): pengertian, dasar hukum recidive dengan benar
	Membuat mampu menjelaskan apa itu Pengulagan Tindak Pidana (recidive): pengertian, dasar hukum recidive dengan benar disertai contoh kasus.
	mampu menjelaskan apa itu Pengulagan Tindak Pidana (recidive): pengertian, dasar hukum recidive dengan benar
	mampu menjelaskan apa itu Pengulagan Tindak Pidana (recidive): pengertian, dasar hukum recidive kurang tepat
	Tidak mampu mampu menjelaskan apa itu Pengulagan Tindak Pidana (recidive): pengertian, dasar hukum recidive.
	 10 %

	14

	Post test
(UAS dan tugas)
	Tes tulisan 
	mampu memahami konsep Pemidanaan anak di bawah umur: batas usia anak, dasar hukum dalam KUHP dengan benar.
	mampu memahami konsep Pemidanaan anak di bawah umur: batas usia anak, dasar hukum dalam KUHP dengan benar.
	mampu memahami konsep Pemidanaan anak di bawah umur: batas usia anak, dasar hukum dalam KUHP dengan benar.
	memahami konsep Pemidanaan anak di bawah umur: batas usia anak, dasar hukum dalam KUHP kurang tepat
	Tidak mampu memahami konsep Pemidanaan anak di bawah umur: batas usia anak, dasar hukum dalam KUHP.
	5 %

	KOMPONEN PENILAIAN



	Kelas reguler
	
	
	Kelas parallel

	1. Kehadiran : 20%

2. UTS : 30 %

3. UAS : 30%

4. Tugas : 20%


	
	
	1. Kehadiran : 20%

2. UTS : 30 %

3. UAS : 30%

4. Tugas : 20%
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